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BUPATE

KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 79 TAHUN 2004,
TENTANG

PENETAPAN LOKASI DANAU LINDUNG
DIWILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian
intergral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan unsur-unsur sumber dava alam
hayati dan ekosistemnya saling tergangtung antara satu dengan yang lainnya dan saling
mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat
terganggunya ekosistem ;

bahwa untuk menjaga ager pemanfaatan sumber daya alam havati dapat berlangsung
dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu  mewujudkan
keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasa ramah lingkungan :

bahwa Danau Lindungy sebagai bagian aset dari kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas
Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama
keberadaannya sebagai habitat budi daya ikan antara lain Ikan Arwarna ( Osteoglossum sp ) ;
bahwa keberadaan ikan Arwarna ( Osteoglassum sp ) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai
satwa Iangka yang terancam kepunahannya maka diperiukan usahz-usaha pelestarian dan
pengeksploitasian satwa tersebut :

bahwa untuk maksud osada huruf &, b, ¢, dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan ;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Dar.rat Nomor
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat !l di Kalimantan ( Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomar 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ),

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ( Lembaran Negara Tahun 1085
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 )

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambzhan Lembaran Negara
Nomor 3419 ) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomer : Kep-14 / MENKLH
/'3 11994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan:;




&
_rhatikan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1988 tentang
Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

7.- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989
tentang Baku Mutu Lingkungan di Fropinsi Daerah Tingkat | Kalimrantan Barat:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Kapuas Hulu.: :

]
9. Surat Keputusan Bupati Kepala Caerah Tingkat Il Kapuas Hulu Nomor 256 Tahur 1399
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Hidup Kabupaten Daerah Tingkat It Kapuas Hulu

1. Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor

B.994/MENKLH/6/1988 tentang Pckok-pokok Penjelasan Tentang Cara Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan ;

2. Surat Kepala Desa Jongkong Kiri kilir Nomor : 553 / 60./ Ekon / 20002 tanggal 3 April 2002,
perihal Keputusan Rapat Masyarakat Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Embau .
3. Rekomendasi Kepala Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Nemor : 474/ 081 / Pemdes —
* BH /20083 tanggal 18 Juni 2003 .

4. Rekomendasi Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 88 / Pemdes / MT /
2003 tanggal 29 Juli 2003 : o

5. Surat Camat Bunut Hilir Nomor : 523.32 / 394 / Kec-C tanggal 23 Desember 2003, perihal
Pengajuan Danau Lindung.

6. Surat Panitia Danau Lindung Sentanjau Desa Bunut Hulu Kecamaten Bunut Hilir Nomor : 01
/ PDR-BS / 2004 tanggal 4 Januari 2004, perihal Penetapan Danau Lindung Sentanjau.

MEMUTUSKAN :

1
Lokasi sebagaimana tertuang dalanm lampiran  Keputusan ini ditetapkan sebagai lokasi Danau
Lindung da y merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusar ini .

Habitat yang berda di Lokasi Kawasan Darau Lindung sebagaimana lampiran Keputusan ini tidak
diperbolehkan untuk dieksploitasi dengan cara dan tujuan apapun .

Pengeksploitasian habitat yang berada dilokasi Kawasan Danau yang dilindungi , sebagaimana
lampiran Keputusan ini dikenai sahksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum  adanya peraturan khusus maka untuk sementara Pemantauan dan
pengawasan tentang penanganan keberacaan habitat yang berada dilokasi Kawasan Danau yang
dilindungi sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada :

8.  Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu ;
b.  Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ;

'

c. Kepala Sub Seksi Balai Konsenvasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan Putussibau
di Putussibau :

d.  Camat Bunut Hilir di Nanga Bunut :

e. Camai Embau di Jongkong

f. Kepala Desa Bunut Hilir Kecamatan Eunut Hilir :

g. Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatar Bunut Hiir -
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h. Kepala Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir ;
Kepala Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Embau ;
). Para Kelompok Tani Nelayan di sekitar kawasan Danau yang dilindungi ;

k. Masyarakat sekitar Kawasan Danau yang dilindungi untuk berpartisipasi aktif dalam
menjaga dan melestarikan Habitat yang berada di Lokasi Danau Lindung ..

Keputusan ini mulai berlaku paca tanggal ditetap<an . "

Ditetapkan di Putussibau
padatanggal 26 Mei 2004
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i VEKABANG TAMBUL HUSIN

p_ernur Kalimantan Barat d Pontianak ;
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